
PENETAPAN STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 
 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7/HM.02/7101/2022 
tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 
 
 
ABSTRAK:   bahwa   dalam   rangka   melaksanakan   ketentuan Undang-Undang  Nomor  14  

Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan Pasal 30  
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  
dan  Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 
bahwa   untuk   kelancaran   pengelolaan  Dokumen Informasi Publik di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, perlu 
ditetapkan kembali Struktur Pejabat Pengelelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow 
Tahun 2022. 

  
Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:  

 
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan LNRI Nomor 4843); UU   Nomor   14   Tahun   2008   
tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN 
RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (LNRI Tahun 
2009 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017   
tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 
6109); UU   Nomor   1   Tahun   2015   tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- 
Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LNRI Tahun 2020   Nomor   
193,   Tambahan   LNRI Nomor 6547); PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(LNRI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LNRI Nomor 5149); Perpres  Nomor  105 
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan  Komisi  Informasi  
Nomor  1   Tahun  2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (BNRI Tahun 
2010 Nomor 272); Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2013 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (BNRI Tahun 2013 Nomor 649); 
Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2014 
Nomor 275);PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN 
RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 



Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 
2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/2016 tentang Struktur 
Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/2016 tentang Standar
 Operasional Prosedur     Pengelolaan    dan Pelayanan Informasi Publik di 
Lingkungan KPU; Keputusan   Sekjen KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi   Pemilihan   Umum   Republik 
Indonesia. 
 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow 
Nomor 7/HM.02/7101/2022 ini diatur tentang: 
 
1. Menetapkan struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang 
Mongondow Tahun 2022. 

2. Menetapkan Uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang 
Mongondow Tahun 2022. 

 
 

Catatan:  - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 
2022.  

- Mencabut: 
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 5/HK.03.1-

Kpt/7101/KPU- Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow 
Tahun 2021; 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 
32/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2021 
tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021. 

- Lampiran 5 Halaman. 


